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1. Dengan memperhatikan hasil perhitungan penyesuaian tarif jasa teleponi -
dasar jaringan tetap dalam negeri dengan menggunakan formuia tarif
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhuburgan Nomor
KM. 12 Tahun 2002 tentang “Penyempurnaan Keputusan Menteri
Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomar KM. 78/PR/3G1/MPPT-95
tentang Tata Cara Penyesusian Tarif Dasar Jasa Telekomunikasi Dalam
Negeri”, yang tslah diusukan oleh penyelenggara jasa ielg¢poni dasar
jaringan tetap dalam negeri, maka kenaikan tacif jasa 1el@poni dasar
jaringan tetap dalam negeri untuk waktu 3 (tiga} tahun adafah sebesar
45,48% dan untuk kenatkan tahun 2002 rata-rata 15%. Setelah melalui

proses rebalancing, maka persentase kenaikan tarif menjadi sebagai
berikut :

4. Biaya berangganan bulanan naik rata-rata 15 %, derj[éan rincian
sebagai berikut : -

1} Biaya berlangganan bulanan kelompok bisnis naik seb&éar 17.62%
sampai dengan 17 90%.

2) Biaya beriangganan bulanan kelompok residensial na:k sebesar
13,79 % sampai dengan 13.97%.

3) Biaya berlangganan bulanan kelompok sosial naik seb&sar 4 125%
sampai dengan 5,10%. =




A oW ke Wi rRUM:ELY, MGTI

[D:024310777 PAGCE e

b. Biaya pemakaian lokal naik 17%.
¢. Biaya pemakaian SLJ.} naik 13%.

d. Kenaikan tarif dihitung dari tarif yang beriaku saat ini,
@. Lokal di atas 30 kilometer di seluruh daerah layanan f_)enyelenggara
jasa teleponi dasar jaringan tetap dalam neger dikenakan tarif lokal 2.

f. Zonatunggal di kode area layanan 021 (Jakarta) tidak ditieriakukan.

g- Perubahan dari istilah pulea menjadi periode menit.

h. Tarif pemakaian percakapan SLJJ di atas 30 kilometer dihitung dengan
pembulatan § (enam) detik.

ik

2. Kenatkan tarif jasa teleponi dasar jaringan tetap igalam negeri
sebagaimana tetah disampaikan oleh Manter Perhubungan dalam rapat
kefja dengan Komisi IV DPR-RI tanggal 23 Januari 2002 dapat
diberlakukan mulai tanggat 1 Pebruari 2002. :

3. Berdasarkan hasil perhitungan persentase kenaikan tarf, jasa teleponi
dasar jaringan {etap dalam negen dengan beberapa ketentuan
sebagaimana terkandung dalam butir 1, dengan ini dirdinta perhatian
Saudara untuk menetapkan besaran tarif tahun 2002,

4. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. |

ARNFERI PERHUBUNGAN

BAUM GUMELAR, Msc.
Tembusan :

Difjen Postel.




SJAN-D2 @9 : ey PRUM:EFL ., vyt

= a3 . L L B

L v,

LAMPIRAN SURAT MENTERI PERHUBUNGAN

Noror o PK.304/1/3 PHB 2002
Tanggal @ 28 JANUARI 2002

1. Direktur Utama PT. Tetkom:;
2. Direktur Utama Rateiindo;

3. Direktur Utama PT. Batam Bintan Telekomunikasi.
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KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 12 TAHUN 2002

TENTANG

f

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMURIKAS
NOMOR KM. 79/PR 301/MPPT-5 TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN TARIF BASAR

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

JASA TELEKOMUNIKASI DALAM NEGERI

MENTERI PERHUBUNGAN,

H
5

bahwa untuk meningkatkan dan memenuhi kebutuhan masyardkat atas
pelayanan penyelenggaraan jasa teiekomunikasi pada umumitya dan
jasa teleponi gasar janingan tetap dalam negeri pada khususng'!‘a, periu
senantiasa memperhatikan kepentingan pelanggan dan penyelénggara
fasa;

i
bahwa perhtungan besaran tarif berdasackan formula tarf sebagaimana
dimaksud dalam Keputusan Menteri Pariwisata, Pog dan
Telekomunikasi Nomor KM. 79/PR.301/MPPT-95 tentang Tata Cara
Penyesuaian Tarif Dasar Jasa Telekomunikasi Dalam Negeri, telsh dan
masih digunakan sebagai acuan dalam perhitungan prosentase
kenaikan tarif jasa teleponi dasar jaringan tetap dalam negeri; ¥

i
bahwa Keputusan Menteri Parwisata, Pos dan Telekomunil-cas}; Nomor
KM. 72/PR.301/MPRT-85 tentang Tata Cara Penyesuaian Tar¥ Dasar
Jasa Telekomunikast Dalam Neger, dalam beberapa h#l periu
disesuaikan herdasarkan Undang -~ undang Nomor 36 Tahun 1999
tentang Teiekomunikasi jo Paraturan Pemerintah Nordor 52
Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, sehingga perly
dilakukan penyempumaan dengan Keputusan Menteri Perhubunpan;

Undang-undang Nomor 36 Tahun 19%9 tentang Telekorfigwnikasi
(Lermbaran Negare Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran

" Negara Nomor 3881);

Peraturan Permerintah Nomer 52 Tahun 2000 tentang Penyelenﬁgamn

Telekamunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambanhan
Lembaran Negara Nomor 3980); H

Kepulusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kefja
Departernen;

Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 200

1 tentang Unit Orﬁanisasi
dan Tugas Eselon t Departemen:



Menetapkan

5. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Teiekomumkas; Nomar
KM. 79/PR,301/MPPT-95 tentang Tata Cara Penyesuaian Tag-rf Dasar
Jasa Telekomunikasi Dalam Negeri:

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 1998§ tentang
Penyesuaian Kala Sebutan Pada Beberapa Keputusani: Menteri
Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Yang Mengatur Subtansu Khusus
Di Bidang Pos dan Telekomunikasi:

7.  Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 20[]1g tentang

Rencana Daser Teknis {Fundamental Technical Plan) Telekqmt.mlkas:
Nasional 2000;

8. Keputusan Menter Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 200’& tentang
Penyelenggaraan Janngan Telekomunikasi;

9.  Keputusan Menteri Perhubungan Nomeor KM. 21 Tahun 2001 ten:ang
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 200‘5 tentang
Susunan Omganisasi dan Tata Kera Dapartemen Pert}ubungan

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Periéubungan
Nomor KM. 45 Tahun 2001;

MEMUTUSKAN : i

» KEPUTUSAN MENTER| PERHUBUNGAN TENTANG PENYEM@RNAAN

KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
NOMOR KM. 79/PR.301/MPPT-95 TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN
TARIF DASAR JASA TELEKOMUNIKAS! DALAM NEGERI.

Pasaf ! K
Menyempurnakan ketentuan Pasal 1, Pasal 4 dan Pasal § serta tienambah
Pasal 7, dan Pasal 8, Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan
Teigkormunikast Nomor KM. 7%/PR.30OUMPPT-85 tentang Tala Cara
Penyesuaian Tarif Dasar Jasa Velekomunikasi Datam Negeri i : sehingga
berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 1 diubah sehingga berbunyi -

a. CP! adalah tingkat inflasi tahunan yang diterbttkanf gleh Biro
Pusat Statistik. -

b. X adalah angka peningkatan efisiensi penyelenggara sektor
telekomunikasi  yang ditetapkan oleh Pemerintal  dengan
mempertimbangkan penurunan biaya, Karena tekn oiog: dan
efisiens: manajemen dan faktor izin yang dianggap pe

2. Pasal 4
3 Ayat(1) diubah sehingga berbunyi -
Penyelenggars jasa teleponi dasar jaringan tetap dal&m negeri
dalam menetapkan penyesuaian besaran tarif jgsa telegpon: dasar
jaringan tetap dalam negeri wajib berpsdoman sesuar faktor X
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.
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ik

b, Ayat(3) diubah sehingga berbunyi

Menteri Perhubungan dapat meninjau besaran tarif jasa teleponi
dasar jaringan tetap dalam negeri yang ditetapkan oleh
penyelenggara apabita tidak sesuai dengan formulg tarif jasa
isleponi dasar jaringan tetap dalam negeri yang ditetapkan. -

Th

Pasal 6 diubah sehingga berbunyi
Ayat (1}

Faktor X penyelenggaraan jasa teleponi dasar jaringan tétap dalam
negen ditetapkan sebesar 38,15% vaitu faktor X {ahun 2000 sampai
dengan 2002. -

Ayat (2)

Batas maksimum penyesuaian tarif jasz teleponi dasar ja an tetap
dalam negeri adalah hasil perhitungan CPl — X dan diimpletentasikan
secara bertahap.

Ayat (3) :
Penyesuaian  tanf dilaklikan  dengan mempematii%én biaya
penyelenggaraan jasa teleponi dasar jaringan tetap dalam n?l'ge:i.

Ayal (4)

i
£

Penyelenggara jasa teleponi dasar jaringan tetap dalam riggeri waijib

melakukan kompensasi atas penyesuaian tarif jasa telegoni dasar,
sebagasi berilkut :

a.  Peningkatan SCR (Successful Cali Ratio), :

i
. Peningkatan perbaikan serana-sarana telepon yahg rusak,
khususnya sarana telepon umum, M

¢.  Peningkatan penyelesaian laporan gangguan telepon dari kantor-
kantor dan rumah-rumah.

d. Prioritas penambahan layanan saluran telepon atas pérmohonan
dengan daftar tunggy, :

Pasal 7 baru barbunyi :
Direktur Janderal Pos dan Telekomunikasi melakukan pg;jngawasan
atas pelaksanaan Keputusan ini.

te

Pasal 8 baru berbunyi :

Dangan berakunya Keputusan ini, maka Keputusafi Menteri
Perhubungan Nomor 1§ Tahun 2001 tentang Tarif Jasa Télepon dan
Birofax Dalam Negeri.

dinyatakan tidak beraky.
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Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ik

Ditetapkandi : JAKARTA
Pada tanggal © 29 Januari 2902

MENTER PERHUBUNGAN |

ik

td
AGUM GUMELAR, M.Sc.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Kepala Badan Pemeriksa Kevangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3, Menteri Koordinator Bidang Politk dan Keamanan;
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Menteri Dalam Negeri:
6. Menten Keuangan;
7.  Menteri Pertahanan; R
8.  Gubernur Bank Indonesia; X
2 Para Gubernur Propinsi; ik
16, Selkretaris Jenderal, inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepaia
Badan di ingkungan Departemen Perhiubungan:
11, Para Kepala Biro di lingkungan Departemen Perhubungan:
12. Direksi PT. Telkom;
13, Direksi PT, Ratelindo;
14. Direksi PT. Batam Bintan Telekemunikasi. .
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bire Hukum dan Organisasi =




